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REGISTRATION TO LEGALITY OF LAND RIGHTS CERTIFICATES
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ABSTRACT

The Implementation of land registration for the first time through the
granting of rights, affirmation of rights conversion, and recognition of rights. So
that everyone can know or be deemed to know who owns the rights to the land
parcels, what is the status of his rights and has been registered, then the
announcement agency. The implementation of the announcement agency in land
registration to apply the principle of publicity, but in its implementation according
to PP 24 of 1997 and the PTSL regulation there is a difference in both the number
of days of implementation and the status of registered parcels.

This research aims to (1) knowing about the existence of the
announcement agency in the implementation of complete systematic land
registration for the granting of rights and the recognition of rights. (2) knowing
the legal consequences of the announcement agencies the legality of the land
rights certificate. To achieve these objectives, used legal research methods is a
normative law research methods and empirical juridical law research method with
state approach and analytical approach to know the exixtence of the
announcement agency on PP 24 of 1997 in the implementation of Complete
Systematic Land Registration (PTSL) whether it would impact of the law on the
legality of land rights certificate or not.

The results of this research are the existence of announcement agency in
PP 24 of 1997 differs from the implementation of PTSL. Explicitly in PP 24 In
1997, the announcement was only implemented for indigenous land for 30 days
and for the state land does not conducted announcement. The existence of
announcement agency in PTSL does not distinguish the status of the land, whether
it is state land or customary land still made the announcement for the 14 calendar
days. In accordance with the hierarchy of state the Government Regulation have a
higher position than ministerial regulation, this leads to the drafting of the rules
under which it should refer to the rules above. In the implementation of PTSL the
rules of implementation is Agrarian Minister’s Regulation and Spatial Plan/Head
of National Land Agency Number 12 of 2017 should pay attention to the above
regulation, which is Government Regulation No. 24 of 1997, so as not to
collide/contra productive. This rule collision will create a legal gap if a lawsuit
occurs in the State Administrative Court (PTUN), so the products could be legally
flawed and canceled.

Keywords : Existence, Announcement Agency, Land Registration,
Complete Systematic Land Registration
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal
ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga
setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia
senantiasa membutuhkan dan melibatkan tanah. Sebagian masyarakat
menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol
status sosial yang dimilikinya.

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat
maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan,
pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah
tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah
baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pemiliknya.

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia
berlaku dua sistem hukum agraria di tempat dan waktu yang sama. Dualisme
menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak-hak barat seperti hak
Eigendom, hak Erfpacht, hak Opstaal. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak
ulayat, hak atas tanah gogolan, hak atas tanah bengkok. Dualisme Hukum
Agraria berarti di samping berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber
pada hukum adat, saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber
pada Hukum Perdata Barat (Samun, 2011: 17).

Tanggal 24 September 1960 Pemerintah telah menetapkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan
diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Undang-
undang ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria
atau UUPA. Dengan berlakunya UUPA, maka terhadap tanah-tanah dengan
hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat dikonversi. Konversi adalah



pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk
masuk dalam sistem dari UUPA (Parlindungan, 1994: 1).

Sarana pokok yang diperlukan untuk menjamin hak atas tanah adalah
penataan kembali pemilikan tanah melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran
tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak
atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah dan
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, sesuai yang
diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19
ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, maka pada
Tanggal 23 Maret 1961 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah. Seiring dengan perkembangan dipandang
tidak lagi dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata
pada pembangunan nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah serta petunjuk pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ketentuan umum

Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur.
Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”



Kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu suatu kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan
tata ruang dan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Kementerian ATR/BPN di
wilayah kabupaten atau kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah
meliputi keperluan pengumpulan pengelolaan data fisik adalah kegiatan
pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas
bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan
pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur.
Setelah pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan tahap pembuktian
hak dan pembukuannya yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak
lama, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data
yuridis, peyimpanan daftar umum dan dokumen. Salah satu tujuan pendaftaran
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan
Pendaftararan Tanah meliputi pengumpulan dan pengelohan data fisik,
pembuktian hak dan pembukuannya dan penerbitan sertipikat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara
yaitu secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan
pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam



wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau
massal.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya percepatan
pendaftaran sertipikasi tanah. Tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat target 5 (lima) juta
bidang, tahun 2018 dengan target 7 (tujuh) juta bidang dan tahun 2019 sebesar
9 (sembilan) juta bidang yang harus disertipikatkan. Kementerian ATR/BPN
menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia bisa
tersertipikasi (Sofyan A. Dijalil, dalam konferensi Pers dua tahun
pemerintahan Jokowi-JK tanggal 21 Oktober 2016, dikutip dari
http://m.detik.com/ pada tanggal 22 Februari 2018).

Guna mewujudkan target tersebut, maka dilaksanakan pendaftaran
tanah pertama kali secara massal melalui percepatan yaitu Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu
program prioritas nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian Tahun 2018
dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, namun pada penelitian ini peneliti masih mengacu pada
peraturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) meliputi tiga

bidang kegiatan yaitu bidang fisik atau teknis kadaster, bidang yuridis dan



penerbitan dokumen tanda bukti hak. Kegiatan di bidang fisik dimaksudkan
untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya dan lain-
lain yang berkenaan dengan bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di atas
tanah itu. Kegiatan yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai
haknya, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak hak-hak pihak lain yang
membebaninya sedang kegiatan yang ketiga adalah penerbitan surat tanda
bukti haknya. Surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah terdaftar tersebut
disebut sertipikat. Dengan adanya sertipikat, maka pada bidang tanah dapat
diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, dan bangunan.
Demikian pula untuk memperoleh kepastian status tanahnya, siapa pemegang
haknya dan ada atau tidak hak-hak pihak lain (Parangin, 1986: 97).

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pemberian hak,
penegasan konversi dan pengakuan hak. Agar semua orang mengetahui atau
dianggap mengetahui siapa pemilik suatu hak bidang tanah, apa status haknya,
dan sudah terdaftar, maka dilakukan lembaga pengumuman. Pengumuman
status pemilikan hak atas tanah merupakan asas publisitas dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemberian informasi mengenai data
yuridis dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bagi pihak
yang berkepentingan merupakan asas publisitas dalam pemeliharaan data
pendaftaran tanah.

Penerapan lembaga pengumuman dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah sangat penting, karena untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain
untuk memberikan sanggahan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan
sebelum diterbitkan sertipikat apabila merasa keberatan, untuk memudahkan
kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu bidang tanah, untuk
mendapatkan informasi dan supaya dapat menghindari terjadi sengketa tanah.

Pemberian hak secara tegas melalui Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak



Pengelolaan menjelaskan bahwa dalam aturan tersebut pelaksanaannya tidak
melalui proses pengumuman, sedangkan untuk pengakuan hak dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pengakuan terhadap
tanah konversi/adat yang dalam proses pengumuman dilaksanakan selama 30
(tiga puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sistematik dan selama 60
(enam puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Namun di dalam
peraturan PTSL tidak membedakan proses pemberian hak dan pengakuan hak
terkait pengumuman sehingga bisa dikatakan proses pemberian hak dan
pengakuan hak harus melalui lembaga pengumuman selama 14 (empat belas)
hari kalender.

Perbedaan aturan terkait pengumuman inilah yang menyebabkan
peneliti tertarik untuk mengkaji dua peraturan tersebut secara mendalam, guna
mengetahui apakah perbedaan ini akan berdampak hukum atau tidak pada
legalitas sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Untuk itu
peneliti mengambil judul “Eksistensi Lembaga Pengumuman (PP No
24/1997) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah”

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pemberian hak dan pengakuan
hak ?

2. Bagaimana konsekuensi hukum lembaga pengumuman terhadap legalitas
Sertipikat Hak Atas Tanah ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui:



1. Eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis lengkap untuk pemberian hak dan pengakuan hak.

2. Konsekuensi hukum lembaga pengumuman terhadap legalitas Sertipikat
Hak Atas Tanah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengemban ilmu hukum pada umumnya dan hukum
agraria pada khususnya, terutama mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

2. Secara praktis:

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kementerian
ATR/BPN terhadap pelaksanaan PTSL khususnya dalam pelaksanaan
lembaga pengumuman.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kementerian
ATR/BPN dalam membuat peraturan yang seharusnya mengacu pada
peraturan sebelumnya guna meminimalisir permasalahan yang akan

terjadi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan lembaga pengumuman pada pendaftaran tanah pertama kali
secara sistematik berbeda dengan pelaksanaan PTSL. Sesuai dengan PP
Nomor 24 Tahun 1997, eksistensi lembaga pengumuman dilakukan
berdasarkan status tanah yang didaftarkan. Untuk obyek pendaftaran tanah
berasal dari tanah adat wajib dilakukan pengumuman selama 30 hari,
kemudian untuk obyek pendaftaran tanah berasal dari tanah negara tidak
wajib dilakukan pengumuman. Eksistensi lembaga pengumuman dalam
kegiatan PTSL dilaksanakan tanpa membedakan status tanah yang
didaftarkan. Baik itu tanah negara maupun tanah adat dalam proses
pendaftaran tanah pertama kali tetap melalui proses pengumuman selama
14 hari kalender. Pelaksanaan pengumuman guna memenuhi asas
publisitas sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017.

2. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan
Peraturan Pemerintah berada di atas dari Peraturan Menteri, hal ini
menyebabkan pembuatan peraturan yang di bawah harus merujuk kepada
peraturan yang ada di atasnya. Dalam pelaksanaan PTSL yang aturan
pelaksanaanya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 harusnya
memperhatikan lagi peraturan diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, supaya tidak bertabrakan/kontra produktif.
Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya
suatu gugatan di PTUN, semisal ada masyarakat yang paham kenapa bisa
berbeda pelaksanaannya dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
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Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 hal itu bisa jadi permasalahan,

sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi cacat hukum dan dibatalkan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan lembaga pengumuman antara pendaftaran tanah
pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan
PTSL dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 berbeda dalam hal status
tanah yang diumumkan serta jangka waktu pelaksanaannya. Kedua
Peraturan tersebut dirasa oleh peneliti bertentangan, sehingga untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari peneliti
menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan
pelaksana dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi
hukumnya maupun segi percepatannya. Dibuat peraturan yang mendukung
pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai pertimbangan
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya
dengan menerapkan Azas Lex Superior Derogat Lex Inferior, sehingga
tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

2. Terkait dengan pelaksanaan lembaga pengumuman di Desa Nania yang
tidak dilaksanakan, peneliti menyarankan agar kedepan pada saat
penyuluhan disampaikan secara baik dan dijelaskan secara rinci proses
pelaksanaan PTSL terutama dalam pelaksanaan lembaga pengumuman.
Kemudian pada saat pelaksanaan lembaga pengumuman seharusnya pihak
dari kantor pertanahan, melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan
di kantor desa karena itu merupakan tugas dari panitia ajudikasi itu sendiri.
Kelemahan-kelemahan yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kota Ambon
saat penelitian agar bisa diperbaiki sehingga pelaksanaan lembaga
pengumuman yang berikutnya dapat berjalan sempurna sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
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